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BAB IV 

PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disumpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan 

pokok dan barang penting oleh Pemerintah Daerah Kota Padang 

dilaksanakan dengan bentuk yaitu kerjasama dengan berbagai instansi 

pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, melakukan kegiatan 

operasi pasar murah, dan pemantauan harga dan kebijakan.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan stabilisasi 

harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah 

Daerah Kota Padang yaitu kendala dalam kegiatan operasi pasar murah 

adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan 

operasi pasar murah, kurangnya fasilitas berupa tenda yang tidak 

memadai untuk stand bagi pelaku usaha, kurangnya komitmen pelaku 

usaha untuk menghadiri kegiatan operasi pasar, harga barang 

kebutuhan pokok dan barang penting yang tidak stabil karena adanya 

kebiasaan masyarakat yang membeli barang kebutuhan pokok dan 

barang penting dengan jumlah relatif banyak untuk memenuhi stok 

serta perubahan cuaca yang berakibat pada gagal panen oleh petani, 

bencana alam dan sebagainya yang mempengaruhi pelaksanakaan 

urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 

 



3. Upaya yang dilakukan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang 

dalam pelaksanaan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok 

dan barang penting, yaitu meningkatkan komunikasi dalam 

memberikan informasi terkait operasi pasar murah kepada masyarakat, 

salah satunya dengan menggunakan media sosial seperti facebook, dan 

instagram, bekerjasama dengan pihak lainnya dalam penyediaan tenda 

untuk stand penjualan, menghiimbau dan mengingatkan masyarakat 

agar tidak melakukan pembelian barang kebutuhan pokok dan barang 

penting secara berlebihan untuk memenuhi stok khususnya menjelang 

hari-hari besar keagamanan, dan sebagainya. 

B. Saran 

1. Agar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang 

lebih aktif lagi memberikan informasi terkait operasi pasar murah 

dengan memanfaatkan media sosial resmi disdag.padang.go.id milik 

Pemerintah Daerah Kota Padang dan juga menyebarkan informasi 

dengan menggunakan mobil informasi berjalan milik Dinas Informasi 

dan Komunikasi Kota Padang. 

2. Agar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan lebih aktif 

lagi dalam memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat 

untuk tidak melakukan pembelian barang kebutuhan pokok dan barang 

penting secara berlebihan agar harga menjadi stabil. 

3. Agar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan melakukan 

kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan 

dalam menaman bibit tanaman seperti cabai yang dapat ditanam oleh 



masyarakat di halaman rumah untuk mengantisipasi kenaikan harga 

yang disebabkan petani gagal panen, dan faktor-faktor lainnya 
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